Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan
Penanaman Modal dan Implikasinya

O




Uno 24 tahun entang perjanjian
internasional

O

» Beberapa perjanjian internasional yang
pengesahannya menggunakan Perpres , antara lain
o Iptek,

o ekonomi,

o teknik,

o perdagangan,

o kebudayaan,

o pelayaran niaga,

o penghindaran pajak berganda,

o perlindungan penanaman modal (P4M)
o dan perjanjian teknis.




P4M
Pengesahannya menggunakan Perpres, Asumsi: tidak
terkait dengan beban keuangan negara; dan atau

mengharuskan perubahan atau pembentukan UU
dalam pelaksanaannya)



Investasi, dan penanaman modal asing — hal yang
penting dalam pembangunan ekonomi di negara-
negara berkembang,

Negara maju adalah negara pengekspor modal
Kebanyakan negara-negara berkembang merupakan
negara yang mengimpor investasi asing. negara
membuat aturan untuk mengundang, dan membuat
investor tetap berada di negaranya.



BIT (Bilateral investment treaty) — P4M perjanjian
peningkatan dan perlindungan penanaman modal.

FTA (free trade agreement) - perjanjian perdagangan
bebas) — dengan bab investasi di dalamnya.



» Pro Perjanjian Investasi Internasional

Investor perlu kepastian —
perubahan berbagai rejim politik,
perubahan kebijakan;
Diskriminasi terhadap pemodal asing dari pemodal lokal

Menjadi pertimbangan investor asing ketika mau
menanamkan modal



Tidak ada bukti yang cukup — ikut perjanjian investasi, akan ada kenaikan
investasi asing.

Berkurangnya ruang kebijakan/policy space;
Chilling effect - misalnya larangan ekspor konsentrat.

BIT /P4M - Tidak seimbang hak dan kewajiban investor dan pemerintah;
kewajiban adalah kewajiban pemerintah, hak adalah milik investor.
Pemerintah tidak punya hak, Investor tidak punya kewajiban.

P4M - timbal balik, Indonesia akan melindungi investor dari negara mitra,
negara mitra akan melindungi investor dari Indonesia. Berapa jumlah
investor Indonesia yang keluar?

Gugatan investor asing ke negara — sebagai mekanisme penyelesaian
sengketa (ISDS - investor state dispute settlement) Investor memiliki hak
menggugat pemerintah di forum arbitrase internasional, seperti
ICSID(International Centre for Settlement of Investment Disputes).



BIT Indonesia Belanda (1994)

UU no. 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, Perusahaan-perusahaan tambang
membangun pabrik pemroses mineral mentah, smelter.
Boleh mengekspor mineral dalam bentuk mentah Tp.
dikenai pajak progresif.

Gugatan Juni 2014, dihentikan atas permintaan PT
Newmont pada 25 Agustus 2014, yang disetujui oleh
pemerintah Indonesia.

September 2014, Newmont mendapat kuota untuk
mengekspor produksinya, yang terus diperpanjang
sampai Feb. 2019;

Kemajuan pembangunan smelternya 10,1 persen (2018).



» Indonesia punya 65 BIT (perjanjian investasi
bilateral — antara dua negara), sudah 23 diterminasi

selama 2014 — 2017. .

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/97#iialnnerMenu
» Selain BIT, perjanjian investasi juga melalui FTA
yang memuat bab/pengaturan Investasi
Indonesia Japan Economic Partnership Agreement;
Asean Australia Free Trade agreement;
Asean China Agreement on Investment;

Asean Korea Free Trade Agreement,
dan Asean Comprehensive Investment Agreement



Indonesia - Perjanjian investasi internasional

O

» Indonesia sedang merundingkan beberapa FTA (on
going) dengan bab/pengaturan investasi di
dalamnya, seperti:

Uni Eropa Indonesia CEPA (comprehensive economic
partnership agreement)

Indonesia EFTA (Eslandia, Liechtenstein, Norwegia and
Swiss)

RCEP (regional comprehensive partnership agreement);




Pembukaan; ruang lingkup (definisi investasi,
definisi investor, definisi wilayah); Non diskriminasi
(perlakuan nasional/national treatment, most favour
nation), fair and equitable treatment; ekspropriasi
langsung dan ekspropriasi tidak langsung, repatriasi
laba, Jangka waktu/penghentian dan mekanisme
penyelesaian sengketa.



Isi BIT/P4M

O

» Definisi investasi: bisa sangat luas, dan tidak
terbatas.

o Definisi penting untuk menentukan hak, kewajiban dlm
perjanjian;

o All assets of an enterprise, such as movable and immovable
property, equity in companies, claims to money, contractual
rights, intellectual property rights (IPRs), mining concessions,
licenses and similar rights.

o Any kind of asset..; including but not exclusively




National treatment: prinsip perlakuan sama atau
perlakuan tidak kurang menguntungkan (no less
favorable) dari host country ke investor lokal dan
investor asing.

Most favored nations: dari host country wajib
memberikan perlakuan tidak kurang
menguntungkan (no less favorable) ke investor asing
dari negara mitra, dibanding dengan investor asing
dari negara ketiga



Isi BIT/P4M

O

» Expropriation — jaminan tidak melakukan
ekspropriasi (nasionalisasi)
o direct expropriation

o indirect expropriation - definisi yang luas mengenai indirect
expropriation — dapat berupa pengambilalihan secara tidak
langsung melalui ketentuan peraturan yang menyebabkan
penanam modal mengalami kerugian, profit berkurang.

Atau kompensasi




Fair and equitable treatment — Prinsip wajar dan
sesuai, definisi yang bisa diartikan luas, terutama
dalam gugatan investor.

Pengalihan dana/repatriasi
Kebebasan menentukan pimpinan perusahaan

Kompensasi — jika misalnya, ada kerusuhan sosial,
dan mengalami kerusakan



Perpanjangan otomatis. Notifikasi 6 — 12 bulan
sebelum berakhir.

Survival clause — klausul yang menyatakan BIT akan
tetap berlaku walaupun sudah di terminasi; Rata-
rata survival clause Indonesia BIT 10 tahun.

BIT Indonesia Belanda, (berlaku sampai April 2029)-
terminasi 2014 .(sumber BKPM, 2013, hal. 174)

P4M Indonesia Slovakia (berlaku sampai 12 Juli 2024)
terminaSi 2014 (sumber BKPM, 2013, hal. 174)



Arbitrasi internasional:a.l. United Nations Commission on
International Trade Law (UNCITRAL), ICSID The
International Centre for Settlement of Investment Disputes

(ICSID).

Investor menggugat negara — karena perubahan kebijakan.
Klaim — pelanggaran perjanjian investasi (misalnya, definisi
investasi, Fair and equitable treatment. Kerugian yang
ditimbulkan — termasuk potensi kerugian di masa depan.

Disalahgunakan, misalnya treaty shoping — bukankah
investasi selalu beresiko?

Jumlah gugatan ke negara dan klaimnya semakin besar

Chilling effect — negara enggan menggunakan kebijakan —
karena ancaman gugatan



ISDS

O

» Persidangan di arbitrasi internasional
o Tidak transparan, legitimasi dipertanyakan

o Conflict of interest (arbiter seringkali terlibat dalam
perusahaan yang berkonflik)

o Tidak ada mekanisme review
o Nilai gugatan besar, biaya hukum/legal fee yang besar.

o Hampir selalu negara yang digugat — karena perjanjian BIT
tidak seimbang
o Bahkan jika Negara memenangkan kasus — tetap ‘kalah’.

Investor memanfaatkan situasi — jika kalah - ‘hanya’
membayar biaya hukum.




Tren kenaikan ISDS pada negara tuan rumah (host
country) di negara-negara lain.

ICSID mencatat, jumlah perkara arbitrase
internasional pada kurun waktu 1972 — 1999 hanya
69 kasus, kemudian terus bertambah, tahun 2000 -
2003 bertambah 76 kasus, bahkan di tahun 2015
terdapat 52 kasus. Sampai Juni 2016, total terdapat

570 gugatan kepada negara oleh investor asing (di
ICSID).



Amco Asia Corporation and others v. Republic of
Indonesia. ICSID Case No. ARB/81/1.

Cemex Asia Holdings Ltd v. Republic of Indonesia
(ICSID Case No. ARB/04/3). ASEAN Investment
Agreement (1987) klaim perubahan pembelian saham di
salah satu BUMN semen karena penolakan privatisasi dari

pekerja dan politisi. Kesepakatan para pihak pada Feb.
2007

Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia (ICSID Case No.
ARB/11/13). BIT Indonesia United Kingdom(1976), dari
2011 — 2013, Dimenangkan pemerintah Indonesia;



Churcill Minning PLC vs Indonesia (ICSID
ARB/12/14), BIT Indonesia United Kingdom(1976)

Planet Minning Pty Ltd Vs Indonesia (ICSID Case,
ARB/12/40), diajukan Dec 2012, BIT Indonesia
Australia.

(Tumpang tindih Ijin pertambangan)
Kasus tersebut dimenangkan oleh pemerintah
Indonesia. Legal fee yang dilaporkan oleh Indonesia

12,3 juta dollar, dengan 75 persen diperintahkan
untuk dibayar oleh dua claimants/penggugat.




Oleovest Pte. Ltd. vs. Republic of Indonesia (ICSID
Case No. ARB/16/26) — BIT Indonesia Singapura
(2005), 2016 — Mar 2018. kasus dihentikan atas
permintaan Oleofest (Nov. 2017)

Indian Metals & Ferro Alloys Ltd v. Republic of
Indonesia (PCA Case No. 2015-40)- BIT Indonesia
India (1999), masih berlangsung, sejak 2015, klaim
kerugian $559 juta US, Tumpang tindih lisensi
pertambangan batu bara.



Dalam satu pernyataannya (Jun 2012) , Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono
menyatakan kepada menteri terkait untuk mengambil langkah yang diperlukan

untuk mencegah kejadian (gugatan) di arbitrasi internasional berulang
kembali. (

Sejak 2013, pemerintah melakukan review atas semua 64 BIT dan bagian
atau bab tentang investasi dari perjanjian perdagangan yang telah
ditandatangani

menghentikan (tidak melanjutkan) perjanjian BIT dengan 23 negara
dalam kurun waktu 2014 — 2017

Rencana Stretegis BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) 2015 -
2019 yang menyebutkan berbagai kesepakatan internasional khususnya
Bilateral Investment Agreement/BIT (Perjanjian Peningkatan dan
Perlindungan Penanaman Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan
Eenyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

epentingan Indonesia khususnya hak negara untuk mengatur
perekonomiannya.
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Kedaulatan negara dalam perjanjian investasi

Ruang pembangunan, ruang kebijakan, right to
regulate.

Nilai dan Jumlah gugatan yang besar, Jika Negara
menang, tetap membayar biaya persidangan,
pengacara, dll.

Review P4M, sejauh ini pada BIT, apa solusi review
dari pengaturan investasi dalam FTA?

Dengan pertimbangan tersebut, maka diperlukan
keterlibatan DPR dalam pengesahan BIT/P4M.
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